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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
negara sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan saat
ini sebagian besar mengalami overkapasitas, sehingga selain
berdampak menurunnya pengawasan, pelayanan, dan
kendali, juga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi
manusia;

b. bahwa pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang
sudah mengalami overkapasitas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi,
ataupun pembangunan baru lembaga pemasyarakatan dan
rumah tahanan negara yang dituangkan dalam suatu rencana
induk yang bersifat menyeluruh, terpusat, dan terkoordinasi,
untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata pemerintahan
yang baik, berhasil guna, transparan, dan akuntabel;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH.01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 676);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-01.PP.01.01. Tahun 2011 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 252);

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03
Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-
PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03
Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan;

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03
Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara;

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01
Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

Pasal 1

Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Rencana Induk dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan
pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang komprehensif
berdasarkan analisa kebutuhan dan skala prioritas sesuai dengan rencana
strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

BAB III PENUTUP.

Pasal 3

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan operasional Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dicantumkan dalam peta jalan (road map) pembangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan 2012-2015.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
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